
BAB IV 

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 

 

A. Profil Kota Pekanbaru 

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota 

ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di bagian timur Pulau Sumatera, dan 

termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Kota 

ini berawal dari sebuah pasar (pekan) yang didirikan oleh para pedagang Minangkabau di tepi 

Sungai Siak pada abad ke-18. Hari jadi kota ini ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1784. Kota 

Pekanbaru tumbuh pesat dengan berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan 

minyak bumi, serta pelaksanaan otonomi daerah.  

Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional, yaitu Bandar Udara Sultan 

Syarif Kasim II dan terminal bus antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, 

serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Saat ini Kota 

Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini 

telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi 

kesejahteraan masyarakatnya. 

Wilayah Kota Pekanbaru dengan luas wilayah 632,26 Km² memiliki batas-batas 

sebagai berikut: 

1. Batas Utara : Kabupaten Bengkalis 

2. Batas Selatan : Kabupaten Kampar 

3. Batas Timur : Kabupaten Bengkalis 

4. Batas Barat : Kabupaten Kampar 

Pekanbaru diproyeksikan menjadi kota jasa. Sehingga konsekuensinya kota harus 

membenahi diri dengan meningkatkan fasilitas penunjang perkotaan. Saat ini Pekanbaru 
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sudah memiliki fasilitas penunjang yang lumayan komplet. Selain perusahaan jasa seperti 

perbankan, asuransi, perusahaan perdagangan valuta asing, serta jasa industri lainnya, banyak 

pula perusahaan besar membuka kantor pusat dan kantor cabang di sini.  

Pemerintah kota saat menetapkan pengembangkan kawasan permukiman perkotaan ke 

arah ke selatan, timur dan barat kota (kecamatan Tampan, kecamatan Marpoyan Damai, 

kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Tenayan Raya, dan kecamatan Payung Sekaki). 

Sedangkan Kecamatan Senapelan, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Sail dan Kecamatan 

Limapuluh sebagai kawasan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan regional dan 

internasional, perumahan perkotaan (town house dan apartemen), yang diintegasikan dengan 

sistem jaringan transportasi massal dan sistem jaringan transportasi regional melalui jalan tol, 

akses ke bandara dan pelabuhan di Sungai Siak. 

 
B. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota 

Pekanbaru 
 

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, 

dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada urusan mikro, kecil dan menengah, 

perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu sesuai Instruksi 

Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. 

Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dimana dari 

hasil studi yang dilakukan pihak luar negeri maupun Indonesia, menunjukkan bahwa dalam 

proses perizinan di Indonesia : 

1. Biaya untuk pengurusan izin cukup tinggi 

2. Prosedur perizinan yang berbelit-belit 

3. Persyaratan perizinan cukup banyak dan rumit 

4. Waktu dan penyelesaian izin yang cukup lama dan tidak pas 
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1. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

2. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik 

5. Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 

6. Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah 

7. Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik 

8. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru 

9. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru 

Tugas pokok dan fungsi DPMPTSP: 

1. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim 

Penanaman Modal, Bidang Promosi Penanaman Modal, Bidang Pengendalian 

Pelaksanaaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan 

Perizinan dan Nonperizinan B, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan 

Nonperizinan C, dan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan; 

2. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Perencanaan dan Pengembangan 

Iklim Penanaman Modal, Bidang Promosi Penanaman Modal, Bidang Pengendalian 



Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan 

Perizinan dan Nonperizinan B, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan 

Nonperizinan C, dan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan; 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Perencanaan dan 

Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Bidang Promosi Penanaman Modal, Bidang 

Pengendalian Pelaksanaaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal, Bidang 

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A, Bidang Penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan 

Perizinan dan Nonperizinan C, dan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan 

Layanan; 

4. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Perencanaan dan Pengembangan 

Iklim Penanaman Modal, Bidang Promosi Penanaman Modal, Bidang Pengendalian 

Pelaksanaaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan 

Perizinan dan Nonperizinan B, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan 

Nonperizinan C, dan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan; dan 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

 
C. Struktur Organisasi 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretaris, membawahi: 

1. Subbagian Perencanaan Program 

2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan & Pengelolaan Barang 

3. Subbagian Kepegawaian dan Umum 



3.  Bidang Perencanaan & Pengembangan Iklim Penanaman Modal, membawahi: 

1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal 

2. Seksi Deregulasi Penanaman Modal 

3. Seksi Pemberdayaan Usaha Penanaman Modal 

4. Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahi: 

1. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal 

2. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal 

3. Seksi Sapras Promosi Penanaman Modal 

5. Bidang Pengendendalian, Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal, 

membawahi: 

1. Seksi Pembina, Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal 

2. Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal 

3. Seksi Sistem Informasi Penanaman Modal 

6. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A, membawahi: 

1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I 

2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/II 

3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/III 

7. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B, membawahi: 

1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/I 

2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/II 

3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/III 

8. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C, membawahi: 

1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C/I 

2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C/II 

3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C/III 



9. Bidang Pengaduan, Kebijakan & Pelaporan Layanan, membawahi: 

1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan 

2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan 

3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan 

 

 

 

 

 

 

 



 


